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ABSTRACT 
Rural areas are often not able to be developed systematically, because one 
of the problems is the lack of any village mapped potential for investment 
purposes and goals of development at the village level.  
This study aimed to identify a wide range of potential areas that can be 
economically assumed the leading sectors in the framework of regional economic 
structure to create a more well-established in the future. Usage patterns and use of 
the area of policy formulation based on the local character into the  basic character 
of this study, by trying to make the taxonomy per local village / village at three 
loci, namely the village of Stone Boy, village and village Hatawano Jikumerasa.  
The results showed that the characteristics of the economic potential of the 
three villages surveyed are generally based on agriculture and plantations and 
coastal economy with a tendency to use a productive workforce in the manage 
existing economic sectors. Economic advantage at the village level with the 
picture of the potential of each village showed interest directly to local 
governments to improve the investment and reinvestment patterns are consistent 
with the spirit that developed in each village.  
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A. PENDAHULUAN 
Secara sistemik bahwa pada dasarnya telah dipahami bersama bahwa 
pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari 
pembangunan nasional di mana berbagai kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan pemerintah pusat di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan 
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pembangunan nasional. Begitu pula sebaliknya, bahwa peningkatan pembangunan 
nasional diharapkan akan mendatangkan dampak positif terhadap pembangunan di 
daerah.  
Pada sisi lain bahwa pembangunan ekonomi yang terfokus pada wilayah 
kabupaten/kota yang berlangsung di Indonesia selama ini, berjalan terus menerus 
dalam upaya untuk memajukan daerah. Hal ini berkaitan dengan adanya  
kewenangan yang diberikan kepada daerah semenjak diberlakukannya kebijakan 
otonomi daerah. Pusat pertumbuhan ekonomi dan potensi wilayah merupakan 
salah satu alternatif untuk menggerakkan dan memacu proses percepatan 
pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat serta mewujudkan 
pemerataan pembangunan antar daerah.  
Demikian pula bahwa pertumbuhan ekonomi manakala diarahkan pada 
daerah-daerah yang memiliki potensi, fasilitas wilayah dan letaknya yang 
strategis, akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi, karena secara tidak 
langsung kemajuan daerah akan membuat masyarakat untuk mencari kehidupan 
yang lebih layak di daerahnya. Pembangunan dimaksud perlu diikuti dengan 
pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial 
yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap 
kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat adalah, bagaimana hasil produksi 
dari pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat dipakai untuk menunjang 
pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berada di daerah sekitar pusat pertumbuhan 
(hinterland), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah tersebut juga 
dipakai untuk menunjang kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan. Hal 
ini lebih dikenal dengan konsep dan pendekatan sinergitas yang secara ekonomi 
maupun politik pembangunan basis diduga berasal dari pendekatan saling 
ketergantungan atau dependensia. Wilber ( 1978).  
Strategi dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan 
masyarakat di berbagai daerah, dalam hal demikian, maka pemerintah diharapkan 
siap dan mampu menerapkan strategi perencanaan pembangunan yang 
berorientasi kepada tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan 
penekanan pada pentingnya memacu pengembangan sektor-sektor yang 
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dipandang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut, dalam arti dapat 
diharapkan menjadi lokomotif bagi pengembangan sektor-sektor lainnya. Strategi 
pendekatan seperti itu seyogyanya tidak hanya melihat masalah pertumbuhan 
ekonomi dari sisi pandang kepentingan nasional belaka, tetapi harus pula 
mempertimbangkan kepentingan daerah. Baik bersifat sektoral, maupun 
pendekatan kewilayahan (regional), termasuk untuk kepentingan pertumbuhan di 
tingkat Kecamatan dan bahkan sampai pada tingkat desa, seperti yanag dianalisis 
di Kabupaten Buru. 
Sebagai salah satu daerah yang telah berotonomi, Pemerintah Kabupaten 
Buru Provinsi Maluku dituntut harus mampu antara lain mengetahui potensi-
potensi ekonomi yang dimiliki, bagaimana bisa memetakannya, bagaimana 
perkembangannya, dapat mengidentifikasi sektor-sektor unggulannya serta 
merencanakan infrastruktur ekonomi yang dimiliki sebagai dasar untuk 
menggerakkan roda perekonomian khususnya, dan pembangunan masyarakat 
pada umumnya. Oleh karena itu kajian ini secara spesifik ditujukan untuk 
menemukenali berbagai ragam potensi daerah yang secara ekonomis diasumsikan 
dapat menjadi sektor andalan Kabupaten dalam kerangka untuk menciptakan 
struktur ekonomi daerah yang lebih mapan di masa yang akan datang. Pola 
penggunaan dan pemanfaatan perumusan kebijakan daerah dengan berbasis pada 
karakter lokal menjadi karakter dasar penelitian ini dengan mencoba membuat 
taksonomi per daerah kelurahan/desa yang akan ditampilkan sebagai bahan 
evaluasi untuk membentuk karakteristik potensi ekonomi berbasis desa.  
Seperti telah diketahui bahwa konsep pembangunan nasional atau 
pembangunan daerah umumnya mengandung arti yang lebih luas dibandingkan 
dengan pembangunan ekonomi. Proses pembangunan antara lain mencakup 
peningkatan produksi, perubahan komposisi produksi, perubahan alokasi 
sumberdaya, perubahan pola distribusi pendapatan, dan perubahan kerangka 
kelembagaan. Dengan demikian pembangunan ekonomi merupakan suatu proses 
transformasi dalam arti perubahan struktur yaitu perubahan perimbangan-
perimbangan kegiatan pembangunan ekonomi. Perubahan perimbangan kegiatan 
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ekonomi yang dimaksud, yakni perimbangan antar sektor-sektor ekonomi dilihat 
dari konstribusi tiap sektor dan kesempatan kerja.  
 Dalam proses pembangunan, pemerintah daerah yang bersangkutan 
berusaha menciptakan perimbangan kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat 
memacu proses pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Kenyataan 
menunjukkan bahwa setiap daerah menghadapi problematika yang khas, 
terkadang cukup kompleks dan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah 
yang lainnya. Perbedaan persoalan tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan 
potensi ekonomi, sosial budaya, demografi, serta latar belakang politik. Dengan 
demikian kebijaksanaan yang bersifat umum tidak dapat diterapkan begitu saja 
pada masing-masing daerah sebelum terjadinya justifikasi.  
Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam 
memacu pertumbuhan ekonomi, utamanya melalui alokasi pengeluaran 
pembangunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang  
diselenggarakan setiap tahun. Untuk mengetahui komposisi relatif sektor-sektor 
ekonomi, baik yang memiliki daya saing wilayah yang kuat, maupun yang 
merupakan sektor basis dalam pembangunan ekonomi di setiap desa digunakan 
alat analisis data sekunder baik dari data yang dikelolah Biro Pusat Statistik 
Kabupaten Buru maupun Kantor Bappeda dan Kantor Pemberdayaan Desa 
Kabupaten Buru. Secara politik pembangunan, maka analisis Clark (1998) 
menunjukkan bahwa penggunaan sector pembiayaan untuk pembangunan 
ekonomi secara relative menjadi bagian analisis pada paradigma neo liberalism di 
mana pemerintah memiliki peran utama untuk menciptakan pembangunan melalui 
fasilitas pembiayaan pembangunan negara.  
Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengamati berbagai potensi ekonomi 
yang seharusnya didorong dan dikembangkan di Kabupaten Buru, khususnya 
terkait dengan potensi setiap desa yang diamati pada tiga wilayah desa yaitu, Desa 
Batu Boy, Desa Hatawano dan Desa Jikumerasa. Peran kebijakan pembangunan 
di daerah yang integralistik menjadi acuan utama untuk melihat sejauh mana 
potensi tersebut dapat dikembangkan melalui integrasi program dan cakupan 
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program dalam naungan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten 
Buru. 
 
B. KERANGKA PEMIKIRAN 
Kajian tentang pemanfaatan analisis data sekunder terhadap potensi 
ekonomi berbasis desa dan kelurahan umumnya dapat diamati melalui pendekatan 
kebijakan pembangunan yang dianut di tingkat pemerintah yang menggunakan 
instrument tersebut. Meskipun demikian indikator pembangunan ekonomi juga 
seharusnya menjadi salah satu alat untuk memotret perkembangan dan proses 
pembentukan potensi ekonomi daerah yang dianalisis. Konsep kebijakan 
pembangunan awalnya dapat dilihat dari teori dan pendekatan kebijakan dan 
ekonomi politik yang saling pengaruh mempengaruhi secara lebih interdependensi 
dalam mengkaji fenomena pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam kerangka 
ini  Arsyad (1999) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi pada umumnya 
didefenisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil 
perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh 
perbaikan sistem kelembagaan. Dari defenisi tersebut, pembangunan ekonomi 
mempunyai beberapa komponen, yakni: 
1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus. 
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, dan 
3. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus berlangsung dalam jangka 
panjang. 
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya; ekonomi, 
politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau 
dari dua aspek, yaitu aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan 
perbaikan di bidang regulasi (baik formal maupun informal).  
 
Sementara itu pada level analisis lain, misalnya Kamaluddin (1989) 
membahas bahwa pengertian pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan 
besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan pembangunan semula 
pembangunan ekonomi diartikan semata-mata sebagai peningkatan aktivitas 
ekonomi untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional. Implikasi pengertian ini 
pada kebijaksanaan, yakni tumbuhnya keperluan untuk menyalurkan sebanyak 
mungkin dana dan sumber alam kepada usaha untuk meningkatkan pendapatan 
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nasional. Potensi ekonomi daerah dapat dilihat berdasarkan kajian pembangunan 
dan kebijakan pembangunan yang lebih detail berkenaan dengan penggunaan 
berbagai instrument untuk menciptakan dan mengungkap potensi yang 
kemungkinan dapat dijadikan andalan dalam pembangunan di daerah. Kebijakan 
pembangunan menjadi instrument utama untuk mendorong terjadinya potensi 
ekonomi daerah yang diharapkan, Djojohadikusumo (1994). 
Lebih lanjut Djojohadikusumo (1994), bahwa dalam hubungan ini perlu 
ditanggapi pembangunan sebagai proses yang bermuka banyak, seperti pada aspek 
penataan struktural, sikap kelakuan dan kelembagaan masyarakat, serta 
pertumbuhan ekonomi didorong bersamaan dengan pengurangan ketidakmerataan 
dan penghapusan  kemiskinan. Jhingan (2000), melihat dari sisi tujuan pokok 
pembangunan ekonomi yakni, untuk membangun peralatan modal dalam skala 
yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, 
industri, dan sebagainya. Singkatnya, hakekat pembangunan ekonomi merupakan 
penciptaaan modal overhead social dan ekonomi. Pembentukan modal membuat 
pembangunan menjadi mungkin, kendati dengan penduduk yang meningkat 
karena investasi dalam peralatan modal tidak saja meningkatkan produksi, tetapi 
juga kesempatan kerja dan dapat menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang 
tercapainya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi.  
Pakar lain seperti Suryana (2000), mendefinisikan bahwa pembangunan 
ekonomi adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar 
dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-
lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, 
pengurangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Pendapat seperti ini 
adalah berkenaan dengan analisis Samuelson (1999), yang menjelaskan bahwa 
pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu kemampuan negara dalam 
mengkombinasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan 
modal, dan tingkat teknologi. Kebijakan pembangunan adalah tidak dapat 
dipisahkan dengan analisis kebijakan yang dalam pandangan Patton dan Sawicki 
(1988), menjelaskan bahwa setiap kebijakan termasuk kebijakan pembangunan 
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ekonomi di daerah adalah dapat ditanggulangi melalui perumusan objektif 
pembangunan yang riil dan terukur.  
Dengan demikian makna pembangunan ekonomi adalah secara nyata tidak dapat 
dipisahkan dengan faktor non ekonomi. Perspektif pembangunan ekonomi juga 
tidak dapat dipisahkan secara tajam dengan komponen teknologi modern 
misalnya, tidak cocok dengan corak kehidupan desa, pola keluarga besar, usaha 
keluarga, dan buta huruf. Suryana (2000), mengatakan bahwa pertumbuhan 
ekononi diartikan sebagai kenaikan Gross Domestik Product tanpa memandang 
kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa 
memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak. Hal ini 
berarti bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan dalam 
kemakmuran suatu daerah atau diartikan sebagai peningkatan dalam sejumlah 
komoditi yang dapat digunakan atau diperoleh di suatu daerah. Berdasarkan pada 
pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pertumbuhan 
ekonomi, adalah terdapatnya peningkatan kapasitas dan volume produksi barang 
dan jasa yang akan mempengaruhi peningkatan pendapatan perkapita penduduk  
dalam periode waktu tertentu. Bahkan proses terjadinya peningkatan arus 
pendapatan justru akan menyebabkan baik kenaikan konsumen maupun kenaikan 
investasi di daerah itu, yang pada gilirannya dapat menaikkan pendapatan lagi dan 
kesempatan kerja. Jika di daerah itu terdapat pengangguran atau jika di daerah itu 
tidak terdapat pengangguran, maka daerah itu mempunyai daya tarik bagi orang-
orang dari luar daerah yang mencari pekerjaan Kadariah (1985). Hal ini dalam 
kaitannya dengan perkembangan potensi ekonomi di setiap desa dan kelurahan 
adalah menjadi bagian tak terpisahkan dengan upaya untuk menciptakan 
kesempatan kerja yang cukup bagi kepentingan daerah.  
 
C. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang 
diajukan adalah metode kualitatif dengan menggunakan instrumen data sekunder 
baik yang berasal dari beberapa instansi terkait seperti Kantor Bappeda, Kantor 
BPS dan Kantor BPMD Kabupaten Buru. Sementara itu data primer melalui hasil 
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wawancara dengan sejumlah informan dari pejabat dan staf berkenaan dengan 
pemetaan potensi ekonomi wilayah.  
        Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan penelitian ini 
adalah berupa data sekunder, yaitu data Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB),  kesempatan kerja, dan potensi ekonomi daerah, baik yang bersumber 
dari kabupaten maupun Provinsi Maluku serta informasi yang diperoleh dari 
dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data 
lainnya yang menunjang. Sumber data sekunder yang umum diperoleh berasal 
dari Kantor Bappeda, Kantor BPMD dan Kantor BPS Kabupaten Buru.  
 Untuk menganalisis data yang tersedia adalah dengan menggunakan 
metode analisis data sekunder yaitu mendeskripsikan data baik dalam bentuk 
angka persentase maupun angka mutlak menjadi analisis berarti yang secara 
kualitatif dapat menggambarkan tentang potensi desa yang dianalisis.  Dalam 
kaitan ini ada tiga ranah desa yang dianalisis untuk kepentingan pelibatan 
berbagai struktur dan potensi desa yang ada, yaitu meliputi Desa Batu Boy 
mewakili desa berbatuan dan pegunungan, Desa Jikumerasa adalah desa antara 
daerah bebatuan dan pegunungan dan pantai serta Desa Hatawano merupakan 
desa dengan basis pantai ataupun pesisir. 
 Hasil interpretasi kualitatif terhadap data sekunder yang berhasil dihimpun 
dianalisis secara detail dengan mencoba membandingkan potensi ekonomi yang 
ada antara satu desa dengan desa yang lain. Hal ini sebagai bagian untuk melihat 
adanya ketimpangan relative antara daerah desa dengan desa lain yang dianalisis 
dalam penelitian ini. Hasil interpretasi ini juga akan dapat memberikan gambaran 
objektif terhadap permasalahan yang seharusnya diantisipasi dan dikembangkan 
oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru berdasarkan gagasan dan 
gambaran fakta empirik yang dianalisis.  
 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
1. Desa Batu Boy 
Desa Batu Boy merupakan sebuah desa yang mempunyai kapasitas sumber 
daya alam dan manusia yang cukup potensil, sehingga proses pembangunan 
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wilayah pedesaan sangat optimal dilaksanakan. Potensi Desa Batu Boy sebagai 
salah satu desa yang memiliki tingkat sumber daya alam yang cukup baik, adalah 
dibatasi oleh beberapa daerah dan desa maupun kelurahan yang ada di sekitar 
daerah ini. Misalnya secara geografis, Desa Batu Boy dari arah sebelah utara 
dibatasi oleh Desa Jiku Merasa. Sementara itu dari arah selatan desa, maka 
dibatasi oleh kondisi laut sebagai konsekuensi dari daerah pantai di sekitarnya.  
Demikian pula bahwa dari arah sebelah timur adalah dibatasi oleh Desa Namlea 
yang ada di Kabupaten Buru. Potensi batas wilayah desa ini menunjukkan bahwa 
pengembangan sektor yang berbasis kelautan maupun potensi laut adalah dapat 
dikembangkan secara lebih konsisten di masa yang akan datang.  
Dari sisi mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Batu Boy 
menunjukkan bahwa secara dominan pekerjaan pokok masyarakat lebih terfokus 
pada pekerjaan sebagai petani atau bertani. Sementara itu penghasilan per bulan 
masyarakat adalah Rp. 2.000.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00 di mana 
tingkat produksi pertanian tanaman pisang sampai dengan 1000 pohon dengan 
kapasitas produksi 400 Kg sekali panen.  
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Batu Boy secara 
ekonomi memiliki potensi pekerjaan sebagai mayoritas petani dengan lahan 
pertanian yang dapat mencapai produktivitas hasil pertanian sekitar 1000 pohon 
dengan kapasitas produksi yang cukup lumayan yaitu sekitar 400 Kg dalam sekali 
panen. Hal ini jika dibandingkan dengan tingkat produksi tahun sebelumnya 
adalah tahun 2012 mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan di 
mana masyarakat hanya memiliki kapasitas lahan produksi sekitar setengah 
sampai dengan 1 hektar.  
Menurut masyarakat di sekitar Desa Batu Boy memberikan informasi bahwa 
secara umum mereka menyalurkan hasil produksi pemasarannya kepada 
masyarakat di sekitar pasar terdekat di Desa Batu Boy. Hal ini memberikan 
indikasi bahwa system dan mekanisme pemasaran yang ada masih bersifat 
tradisional di mana mereka belum berpikir untuk dapat meningkatkan nilai 
tambah produksi pertanian mereka. Berdasarkan potensi kepemilikan lahan yang 
terbagi ke dalam lahan pemukiman, persawahan, perkebunan dan pekuburan dan 
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pekarangan masyarakat adalah dapat diinterpretasi lebih lanjut bahwa yang paling 
dominan menempati adalah lokasi pada potensi untuk pekarangan masyarakat. 
Sementara itu potensi kepemilikan untuk kegiatan pekarangan dan pemukiman 
menjadi urutan kepemilikan lahan masyarakat yang lebih luas dibandingkan 
dengan luas kepemilikan untuk kegiatan pekarangan. 
Jika dianalisis lebih lanjut bahwa pemanfaatan lokasi pemukiman dapat 
menjadi barometer bahwa pada umumnya masyarakat di Desa Batu Boy dapat 
dijadikan sasaran pengembangan masyarakat yang bermukim di daerah yang 
bersangkutan. Di sisi lain bahwa pengembangan lokasi pemukiman akan menjadi 
tuntutan yang lebih optimal apabila senantiasa ditingkatkan pelaksanaannya sesuai 
dengan keadaan lokasi yang ada dan telah menjadi sasaran peruntukan lahan yang 
dimaksud. 
Tabel 1 




Penduduk usia 18-56 tahun  219   orang    235 orang  
Penduduk usia 0 – 6 tahun    73   orang      59 orang  
Penduduk masih sekolah 7-18 th  103   orang      92 orang  
Jumlah 395   orang   386 orang 
Jumlah Total 871 orang 
 Sumber: Kantor Bappeda Kabupaten Buru  
Berdasarkan gambaran data di atas menunjukkan bahwa kondisi 
ketenagakerjaan di Desa Batu Boy Kabupaten Buru pada umumnya lebih dominan 
masih berada pada usia kerja yang produktif dengan rentang usia dominan yaitu 
pada umur antara 18 sampai dengan 56 tahun yang masing-masing terdiri dari 219 
orang laki- laki dan 235 orang perempuan. Hal ini berarti bahwa pada umumnya 
situasi dan kondisi ketenagakerjaan yang ada masih dapat dikembangkan ke arah 
yang lebih produktif dengan tingkat capaian produktivitas tenaga kerja yang 
sangat diperhatikan secara lebih akurat.  
Potensi ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian pada prinsipnya dapat 
dikendalikan berdasarkan struktur dan potensi tenaga kerja yang ada, sehingga 
meskipun akumulasi produktivitas yang ada pada sektor lain, tetapi potensi tenaga 
kerjanya dapat dipertanyakan ketika tidak sesuai dengan potensi yang 
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dikembangkan. Gambaran ini menunjukkan bahwa secara realitas pengembangan 
potensi sektor pertanian akan dapat mencapai titik optimal produktivitas pada saat 
pengembangan ketenagakerjaan di Desa Batu Boy juga dapat dikembangkan 
secara lebih seimbang dan harmonis.  
Pada dasarnya jumlah angkatan kerja menunjukkan seberapa besar 
produktivitas yang akan digunakan oleh ekonomi suatu wilayah dalam 
meningkatkan produktivitasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi 
ketenagakerjaan dengan angkatan kerja usia 18-56 menunjukkan angka 65 orang 
pekerja dan diantara kelompok usia tersebut yang masih sekolah dan tidak bekerja 
adalah terdapat 10 orang di dalamnya.  
Pada sisi lain bahwa tenaga kerja ber jenis kelamin perempuan pada 
kelompok usia 18-56 tahun yang merupakan kelompok usia produktif adalah 
kelompok ekonomi perempuan dengan jumlah sekitar 84 orang sementara yang 
bekerja tetapi tidak menentu atau dengan perkataan lain adalah bekerja tidak 
menentu adalah sekitar  5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesiapan 
sumber daya manusia pelaksana berbagai potensi ekonomi yang ada di Desa Batu 
Boy cenderung dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal dalam upaya  
mencapai produktivitas ekonomi daerah dan wilayah yang lebih luas.  
Tabel  2 
Potensi Sumber Daya Tenaga Kerja Desa Batu Boy Kabupaten Buru 2013 
Deskripsi Kualitas Tenaga Kerja 
 
Jumlah 
Angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)   65 orang  
Usia 18-56 tahun masih sekolah dan tidak     bekerja  10  orang  
Usia 18-56 tahun yang menjadi ibu  rumah     tangga   84 orang  
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu    5  orang  
      Sumber: Kantor BPMD Kab Buru 2013  
Potensi ekonomi yang berbasis pertanian, khususnya untuk sektor tanaman 
pangan di Desa Batu Boy Kabupaten Buru menunjukkan angka yang relative lebih 
produktif. Usia produkvitas tenaga kerja yang lebih terbuka terutama untuk usia 
yang produktif menunjukkan bahwa dari sisi kesiapan tenaga kerja ril adalah 
dapat diandalkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sektor pertanian yang 
menjadi andalan ekonomi Desa Batu Boy.  
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Pada sisi lain bahwa kondisi sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi 
Desa Batu Boy memungkinkan perlunya melihat lebih jauh fenomena pendapatan 
perkapita bagi masyarakat yang ada di desa bersangkutan. Hasil penelusuran data 
penelitian menunjukkan bahwa secara akumulatif tenaga kerja di Desa Batu Boy 
yang mayoritas bekerja di sektor pertanian adalah memperoleh pendapatan bersih 
per bulan sekitar Rp. 2.500.000 se bulan dengan indikasi produktivitas yang lebih 
baik dari tahun ke tahun.  
2. Desa Hatawano 
Desa Hatawano adalah salah satu desa yang terdapat dalam wilayah 
Kecamatan Waplau yang pada umumnya dibatasi oleh lautan atau pesisir dan 
sebagian juga sebagai daerah dataran atau pegunungan dengan batasan geografis 
masing-masing. Misalnya sebelah barat adalah Desa Hatawano dibatasi oleh 
lautan dan sebelah selatan dibatasi oleh gunung. Nampak pula bahwa sebelah 
timur daerah ini adalah dibatasi oleh Desa Waelihang dalam lingkup Kecamatan 
Waplau serta dibatasi di sebelah barat dengan Desa Namsina yang juga berada 
secara geografis di tingkatan kecamatan Waplau.  
Berdasarkan informasi yang dikembangkan dari Kantor Desa Hatawano 
adalah daerah ini lebih dikenal sebagai daerah pesisir yang sangat produktif serta 
memiliki banyak program pembangunan dan bantuan untuk pengembangan 
masyarakat yang ada, seperti pada kasus bantuan pembangunan desa lewat 
mekanisme PNPM Mandiri yang dibentuk berdasarkan kelompok yang dibentuk 
oleh pemerintah bersama perangkat desa yang ada.  
Sementara itu aspek pemanfaatan lahan yang ada dapat dijelaskan bahwa  
secara umum pola penggunaan ruang dan tempat yang ada di daerah ini lebih 
dominan pada pemukiman penduduk, meskipun dalam analisis potensi daerah 
ditemukan adanya beberapa ruas lahan yang diperuntukkan bagi persawahan, 
perkebunan dan taman serta pekuburan. Diantara luas lahan yang lebih banyak 
digunakan adalah peruntukan untuk lahan bagi kepentingan pemukiman penduduk 
yang terdiri dari kira-kira 5 ha.  Informasi terhadap peruntukan lahan yang ada 
menunjukkan bahwa potensi pengembangan kawasan berbarengan dengan 
pengembangan potensi ekonomi yang ada di daerah ini.  Potensi ekonomi wilayah 
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pada umumnya selalu diharapkan dapat menjadi pendorong dan lokomotif 
pengembangan usaha yang lebih optimal baik pada sisi luas lahan maupun dengan 
wilayah perkantoran yang ada. Meskipun pada umumnya selalu disesuaikan 
dengan kepentingan pemanfaatan dan penggunaan lahan yang ada di daerah yang 
bersangkutan. 
Secara ekonomi potensi daerah yang ada juga menunjukkan adanya jenis 
deposit maupun bahan galian di daerah ini berupa bahan galian batu gunung, 
penambangan pasir maupun potensi emas.  Potensi ekonomi seperti ini di Desa 
Batu Boy umumnya belum digarap secara maksimal, oleh  karena orientasi 
masyarakat yang ada di sekitar daerah ini masih dominan menggunakan sumber 
daya ekonomi berbasis agraris. Sehingga pola pemanfaatannya lebih dioptimalkan 
untuk menciptakan penggunaan lahan dari potensi yang berbasis bebatuan dan 
pegunungan. 
 Pada sisi lain bahwa potensi jumlah penduduk Desa Batu Boy yang secara 
khusus dibedakan antara penduduk perempuan dan penduduk laki- laki 
menunjukkan adanya jumlah penduduk di daerah ini yang berjumlah 1158 orang 
yang terdiri dari 527 orang laki- laki dan 631 orang perempuan.  
Tabel  3 
      Potensi Jumlah Penduduk Desa Hatawano Kabupaten Buru 
No Potensi Jumlah Penduduk Jumlah 
 01 Laki-laki         527   orang 
02 Perempuan        631  orang 
03 Total Penduduk     1158  orang 
04 Potensi Kepala Keluarga                260  KK 
           Sumber: Buku Profile Desa Kab Buru, 2012 
 
Dari sisi lain bahwa Desa Hatawano yang terletak di Kecamatan Waplau 
menunjukkan bahwa potensi mata pencaharian penduduk yang ada umumnya 
terdistribusi pada beberapa jenis pekerjaan masyarakat yang digeluti selama ini. 
Mayoritas masyarakat yang ada adalah bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 121 
orang pekerja sektor pertanian yang terdiri dari laki- laki sebanyak 73 orang dan 
perempuan sebanyak 48 orang. Sementara itu potensi masyarakat yang bekerja 
sebagai karyawan perusahaan swasta adalah berjumlah 20 orang dengan laki- laki 
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adalah sebanyak 12 orang dan perempuan sebanyak  9 orang. Selebihnya adalah 
struktur tenaga kerja yang bekerja sebagai pensiunan PNS dan TNI serta Polri 
dengan laki- laki berjumlah 2 orang. 
Tabel  4 
           Mata Pencaharian Penduduk Desa Hatawano Kabupaten Buru, 2013 
Jenis Pekerjaan Laki-laki 
 
Perempuan 
Petani  73 orang  48 orang  
Pensiunan PNS/TNI/POLRI    2 orang       orang  
Karyawan perusahaan swasta  12 orang    8 orang  
Total Penduduk                        Orang 
  Sumber: Kabupaten Buru dalam angka, 2012 
 
Berdasarkan indikator yang lain dalam melihat karakteristik dan potensi 
ekonomi Desa Hatawano dapat dilihat dari sisi potensi angkatan kerja yang 
dimiliki selama beberapa tahun terakhir. Pada umumnya potensi ekonomi 
masyarakat dilihat dari sudut pandang angkatan kerja penduduk, maka yang 
paling mendominasi adalah angkatan kerja yang berada pada kisaran angkatan 
kerja produktif atau berada pada rentang usia 18 sampai dengan 65 tahun atau 
sebanyak 268 orang  
Tabel  5 
Potensi Ekonomi Masyarakat Desa Hatawano Kabupaten Buru 2012 
 Deskripsi Potensi Ekonomi Masyarakat Jumlah  
Angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)  268 
Penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja    47 
Penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga  618 
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh  370 
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu    18 
Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja     4 
  Sumber: Data Profile Desa 2012 
 
Berkenaan dengan permasalahan angkatan kerja yang pada dasarnya 
dideskripsikan sebagai porsi angkatan kerja di Desa Hatawano menunjukkan 
bahwa secara umum mayoritas penduduk di daerah ini mempunyai angkatan kerja 
berasal dari kalangan ibu rumah tangga yang berusia antara 18 tahun hingga 56 
tahun, yaitu sekitar 618 orang. Setelah itu disusul dengan produktivitas tenaga 
kerja yang berusia antara 18 tahun hingga 56 tahun yang bekerja penuh sebanyak 
370 orang.  
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Prospek peningkatan kinerja ekonomi di Desa Hatawano umumnya dilatar 
belakangi oleh konteks wilayah yang berbasis kelautan dan sebagian wilayah 
pesisir. Hal ini memberikan ciri ekonomi berbasis kelautan yang sumber daya 
ekonominya secara ril berasal dari sumber daya laut.  
Sementara itu ada fakta yang cenderung menekankan bahwa pada 
dasarnya sebelum mendapatkan dana bantuan dari program PNPM umumnya 
informan bekerja sebagai nelayan dengan menggunakan perahu semang  (jung) 
dan menangkap ikan sesuai kondisi alam yang ada. Dari segi tangkapannya 
dengan penggunaan alat tersebut, kadang-kadang  ikan tuna, cakalang dan momar 
serta ikan- ikan lainnya. Hanya hasilnya tidak menentu. yang pendapatan mereka 
saat ini bisa mencapai Rp.100.000 dan sisanya untuk makan setelah memperoleh 
bantuan permodalan usaha. 
Lain lagi penuturan informan dari pihak pemerintah, di mana salah 
seorang dari mereka di Kabupaten Buru memberikan cukup alasan mengapa 
program PNPM ini berhasil jika bersentuhan langsung dengan masyarakat 
penerima. Setelah memperoleh bantuan saya biasa melaut cukup jauh sehingga 
hasilnya bisa meningkat dari sebelumnya dan bisa memperoleh pendapatan antara 
Rp. 200.000 hingga Rp. 500.000 sekali melaut. Uang tersebut saya gunakan untuk 
membeli bahan bakar dan untuk biaya sekolah anak saya di SMA dan untuk 
keperluan sehari-hari berupa beli beras dan kebutuhan lainnya misalnya untuk 
bahan bangunan untuk rumah. 
Di samping itu sejumlah data  observasi  menunjukkan bahwa kuantitas 
usaha perikanan tangkap masyarakat sekitar pantai dan masyarakat penerima 
bantuan telah menikmati hasil karya mereka dan mereka umumnya sangat 
gembira menikmati jerih payahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manfaaat 
program cukup dapat dipertanggungjawabkan meskipun belum optimal. Data 
empirik seperti ini menekankan bahwa potensi ekonomi Desa Hatawano 
mayoritas berada pada potensi di sektor kelautan.  
3. Desa Jikumerasa 
Desa Jikumerasa adalah salah satu desa yang cukup produktif dengan 
tingkat perkembangan ekonomi cukup baik berdasarkan indikator potensi wilayah 
Jurnal Societas Fisip – Unmus 2014  16 
 
pedesaan, perkembangan struktur penduduk dan ketenagakerjaan serta potensi 
ekonomi daerah yang lainnya.  
Gambaran batas wilayah desa tersebut mengindikasikan bahwa Desa 
Jikumerasa pada umumnya diapit oleh daerah yang langsung berdampingan 
dengan desa sekitar Kabupaten Buru yang basis daerahnya juga secara ekonomi 
berbasis kelautan. Misalnya saja batas desa yang berada di sebelah utara adalah 
dibatasi oleh Desa Lautan serta batasan sebelah Timur dibatasi oleh Desa dan 
Kelurahan Ubung yang berada di Kecamatan Namlea.  Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa desa ini cukup strategis dilihat dari posisinya diantara daerah dan 
desa yang lain. 
Tabel 6 
Luas Wilayah Desa JikuMerasa Berdasarkan Penggunaan Lahan 
No Peruntukan Lahan 
Luas (ha) 
 
01 Luas pemukiman           9.000  ha  
02 Luas kuburan              394  ha  
03 Luas pekarangan           3.000  ha/m2  
04 Luas taman           3.000  ha/m2  
05 Perkantoran              180  ha/m2  
06 Luas prasarana umum lainnya           2.000  ha/m2  
Total luas        17.574  ha/m2  
  Sumber: Profile Desa Kab Buru, Kantor BPMD, 2012 
 
Penggunaan luas lahan daerah yang ada tentu saja sangat berkaitan dengan 
berbagai permasalahan ekonomi daerah tertentu. Misalnya saja penggunaan lahan 
untuk pemukiman dan pertanian adalah secara sosiologi pembangunan akan 
menunjukkan adanya berbagai persoalan seperti penggunaan lahan yang dapat 
dialihkan dari peruntukan pertanian menjadi sarana pemukiman. Hal ini dapat 
terjadi sebagai akibat pola pembangunan daerah dan desa yang lebih 
mementingkan pola pembangunan ekonomi yang lebih maju. 
Potensi ekonomi Desa Jikumerasa dengan basis ekonomi pada sektor 
persawahan dan perkebunan yang lebih dominan adalah merupakan basis ekonomi 
yang dimiliki masyarakat selama ini. Meskipun kegiatan tangkap bagi nelayan 
yang ada di sekitar daerah ini masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang 
secara ekonomi menggantungkan kehidupannya dari sumber kelautan.  
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 Sebagai konsekuensi daripada penggunaan lahan yang dipaparkan 
sebelumnya yang lebih dominan pada struktur ekonomi daerah yang berbasis 
pertanian, adalah desa Jikumerasa umumnya digambarkan sebagai desa dengan 
kepemilikan lahan pertanian yang jumlah keluarganya cukup dominan sebagai 
pemilik lahan. Berdasarkan data yang ada maka adalah sekitar 273 keluarga 
diantaranya telah memiliki lahan pertanian dengan status hak milik, sementara 
sisanya adalah 163 keluarga masih menjadi petani penggarap yang berkaitan 
langsung dengan petani pemilik lahan.  
Tabel  7 
Kepemilikan Lahan Pertanian Masyarakat Desa Jikumerasa  




01 Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian        273         
02 Tidak memiliki        163          
03 Memiliki kurang 10 ha          80           
04 Memiliki 10 – 50 ha          15  
     Sumber: Profile Desa, Kantor BPMD Kab.Buru 2012  
 
Potensi kepemilikan lahan pertanian berdasarkan gambaran data di atas 
paling tidak mencerminkan bahwa potensi ekonomi masyarakat masih lebih 
dominan berbasis ekonomi pertanian. Hal ini berarti bahwa masyarakat di Desa 
Jikumerasa masih bersifat ekonomi agraris yang dapat digunakan untuk melihat 
sejaumana masyarakat dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka dalam 
perspektif masyarakat agraris.  
Tabel  8 
Luas Tanaman Pangan Berdasarkan Komoditas 2012 Desa Jikumerasa, Kab.Buru 





01 Jagung    10 Ha          1        kg   
02 Kacang tanah      5 Ha          0,5   Ton/ha  
03 Kacang mede  233 Ha      120      Ton/ha  
04 Ubi kayu    15 Ha        15      Ton/ha  
05 Bawah merah    22 Ha          0,35 Ton/ha  
06 Tomat      5 Ha          0,5   Ton/ha  
07 Kubis      3 Ha          0,40 Ton/ha  
08 Terong      5 Ha          1      Ton/ha  
          Sumber: Kantor Bappeda, Kab Buru 2012 
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 Berdasarkan table di atas adalah potensi ekonomi yang ada di Desa 
Jikumerasa Kabupaten Buru adalah berbasis sector agraris pertanian dengan 
konsentrasi pada sub sektor tanaman pangan dan palawija. Pemanfaatan luas lahan 
yang ada dan telah termanfaatkan hingga tahun 2013 ini menunjukkan bahwa 
jenis tanaman kacang mede atau kacang mente yang paling dominan menjadi 
barometer ekonomi masyarakat dengan potensi luas lahan yang dimiliki adalah 
sekitar 233 Ha. Dari sisi ini juga dapat diungkap bahwa potensi ekonomi 
pertanian yang paling minim kepemilikannya adalah berasal dari produksi bawang 
merah  dengan komposisi produksi hanya sekitar 0,35 ton per hektar dari seluruh 
produksi pertanian yang ada.  
Tabel 9 
Kepemilikan Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Jikumerasa Kab.Buru 2013 
No Deskripsi Kepemilikan Lahan 
 
Jumlah Keluarga 
01 Memiliki tanah perkebunan  394    
02 Tidak memiliki  185     
03 Memiliki kurang dari 5 ha    75       
04 Memiliki 10 – 50 ha  127     
05 Memiliki 50 – 100 ha  100     
06 Memiliki 100 – 500 ha    92     
Total Luas Perkebunan 597  
     Sumber: Data Profile Desa, Kantor BPMD Kab Buru, 2012  
Peningkatan produktivitas setiap sektor, termasuk untuk sektor pertanian 
tanaman pangan dapat dilihat dari sudut kepemilikan lahan pertanian yang 
dimiliki maupun digarap oleh masyarakat di desa bersangkutan. Hal ini terkait 
dengan pola pergeseran dan besaran produktivitas setiap sector di mana 
kepemilikan yang lebih unggul dapat menciptakan kondisi optimalisasi 
penggunaan lahan yang dibutuhkan dalam kerangka produksi.  
Kepemilikan masyarakat dengan tanah perkebunan yang ada sebanyak 394 
kepala rumah tangga menunjukkan besarnya peran sektor pertanian tanaman 
pangan ini dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi di Desa Jikumerasa. 
Sementara masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian adalah sebesar 185 
orang. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi masyarakat yang menggeluti 
sektor pertanian tanaman pangan masih lebih dominan kepemilikan sendiri 
dibandingkan dengan yang tidak memiliki.  
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Desa Jikumerasa terhadap potensi sektor perikanan tangkap di sisi potensi 
ekonomi masyarakat pada umumnya mempunyai fasilitas tangkap yang cukup 
memadai baik dari kuantitas maupun dari sisi kualitasnya.  Secara empirik 
menunjukkan bahwa alat tangkap bagi nelayan masyarakat di Desa Jikumerasa 
selama ini cenderung masih menggunakan alat tangkap tradisional, sehingga dari 
sudut produktivitas tangkapan mereka masih sangat minimal dibandingkan 
dengan harapan yang ada. Demikian pula bahwa pemasaran hasilnya hanya 
berkisar di berbagai pasar tradisional yang ada di Desa Jikumerasa dan sekitarnya. 
Mayoritas dan dominan masyarakat menggunakan alat tangkap berupa 
pancing dalam meningkatkan kegiatan ekonomi mereka. Meskipun demikian 
masyarakat merasakan bahwa potensi ekonomi tradisional seperti ini sangat 
membantu mereka dalam mencapai dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. 
Berbagai harapan dan kondisi yang menghalangi masyarakat di sekitar Desa 
Jikumerasa menunjukkan bahwa masyarakat dengan sungguh-sungguh 
melaksanakan tugasnya secara lebih tertata dan sesuai dengan harapan anggota 
keluarga yang ada.  
Pada sisi lain bahwa potensi kependudukan di Desa Jikumerasa dengan 
jumlah total penduduk adalah sekitar 2796 orang yang terdiri dari laki- laki 
sebanyak 1490 orang dan perempuan sebanyak 1306 orang menunjukkan bahwa 
dari sisi kependudukan dan struktur penduduk perimbangan penduduk laki- laki 
dan perempuan masih dapat diandalkan untuk mengantisipasi berbagai program 
yang ada. 
Tabel 10 
Komposisi Jumlah Penduduk Desa Jikumerasa Kab.Buru 2013 
No Deskripsi Penduduk Jumlah 
 
01 Laki-laki  1490         
02 Perempuan  1306               
03 Jumlah total  2796 
04 Jumlah kepala keluarga    562 
 Sumber: Kabupaten Buru dalam angka 2012 
  
Table tersebut memberikan gambaran bahwa dari sisi jumlah dan potensi 
ekonomi keluarga di Desa Jikumerasa, maka jumlah total penduduk secara 
keseluruhan yang terdata tahun 2012 menunjukkan angka sebanyak 2796 orang 
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yang terdiri dari penduduk laki- laki sebanyak 1490 orang dan penduduk 
perempuan sebanyak 1306 orang. Gejala meningkatnya jumlah penduduk dari 
tahun ke tahun pada umumnya dialami pula oleh daerah daerah lainnya, sehingga 
sangat sulit untuk menentukan kuantitas penduduk dengan segala macam laju 
persebaran dan peningkatannya. Namun demikian bahwa sejumlah penduduk 
tersebut menunjukkan bahwa indicator pembangunan selalu dicatat apabila yang 
menunjuknya adalah berupa kepala keluarga. Hal ini membuktikan bahwa jumlah 
kepala keluarga di Desa Jikumerasa masih sangat minim dan terbatas untuk 
melaksanakan tugas dan kegiatan yang besar, terutama jika berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.  
 Dalam analisis seperti ini, maka potensi jumlah penduduk dari tahun ke 
tahun juga dapat dilihat sebagai bagian dari proses pengembangan ekonomi 
daerah secara langsung dan secara tidak langsung. Oleh karena potensi sumber 
daya manusia di daerah juga menjadi bagian terpenting yang mencapai 
optimalisasi kegiatan yang dilakukan.  
Tabel 11 




Penduduk tahun ini  1532 orang  1347 orang  
Penduduk tahun lalu  1490 orang  1306 orang  
Persentase perkembangan           18  %      16 %  
      Sumber: Kantor BPMD, Kab Buru, 2013 
Keadaan penduduk di desa bersangkutan dapat dikemukakan bahwa jumlah 
penduduk laki- laki lebih sedikit  dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal 
ini berarti bahwa untuk melaksanakan berbagai program sangat membantu dalam 
operasionalisasi kegiatannya terutama yang berkenaan dengan program 
pembangunan dan pemerintahan di daerah ini. Di samping itu komposisi 
penduduk yang ideal seperti ini akan dapat menciptakan situasi pelaksanaan 
program pengembangan terutama pada basis ekonomi agraris pertanian maupun 
basis kelautan.  
 Secara potensil perekonomian Desa Jikumerasa cukup membantu 
masyarakat dalam mengembangkan daya kreasi mereka dalam membangun dan 
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mendirikan landasan perekonomian yang lebih adaptif dengan situasi dan kondisi 
sosial yang berkembang di tengah masyarakat Desa Jikumerasa. Situasi dan 
kondisi sosial yang terbangun dengan struktur dan komponen ekonomi dari sisi 
ketenagakerjaan pada masyarakat tersebut menunjukkan adanya keragaman 
potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk kepentingan perbaikan 
ekonomi rumah tangga maupun masyarakat secara umum.  
Usia angka produktif tenaga kerja yang ada di Desa Jikumerasa 
menunjukkan bahwa sebagian terbesar dan dominan potensi tenaga kerja di 
daerah ini berada pada rentang usia produktif tenaga kerjanya, yaitu sebanyak 
1489 orang diantara struktur potensi usia produktif lainnya. Sisanya adalah 
terdapat 950 orang yang berusia 18-56 tahun yang secara potensil masih berstatus 
sebagai pelajar dan tentu belum bekerja. Bahkan sebanyak 541 diantara jumlah 
penduduk desa ini yang ada adalah bekerja sebagai pekerja perempuan baik 
sebagai petani di ladang dan di sawah maupun bekerja sebagai penjual dan 
nelayan tangkap.  
Tabel  12 
Kondisi Pendapatan Perkapita Menurut Sektor Desa Jikumerasa Kab.Buru 2012 
PERTANIAN  
1. Jumlah rumah tangga petani  311 Keluarga  
2. Jumlah rumah tangga buruh tani  162 Keluarga  
PERKEBUNAN  
1. Jumlah rumah tangga perkebunan   394 Keluarga  
2. Total anggota rumah tangga perkebunan   394 orang  
3. Jumlah rumah tangga buruh perkebunan   130 Keluarga  
PERIKANAN    
1. Jumlah rumah tangga perikanan     29 Keluarga  
2. Pendapatan perkapita sektor perikanan   Rp. 250.000 
  Sumber: Profile Desa Kab Buru, Kantor BPMD Kab Buru 2012 
 
Potensi ekonomi masyarakat dengan mencermati permasalahan struktur 
mata pencaharian berdasarkan sektor dan sub sektor yang ada  menunjukkan 
bahwa secara dominan masyarakat Desa Jikumerasa menekuni pekerjaan sebagai 
petani (311 Orang) dan sebagai buruh tani sebanyak 162 orang kepala keluarga 
dalam permasalahan ekonomi mereka. Dominasi sektor pertanian ini 
menunjukkan bahwa daerah ini masih memiliki potensi agraris dalam 
perekonomian mereka. Potensi garapan ekonomi yang lain adalah masyarakat 
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menekuni ekonomi sebagai pemilik warung atau restoran atau sebagai pengelolah. 
Hal ini berarti bahwa di samping pengembangan sektor dan sub sektor pertanian 
di Desa ini juga masyarakat lebih menganut ekonomi pelayanan dan jasa berupa 
warung makan dan sejenisnya.  
Tabel 13 
Struktur Mata Pencaharian Berdasarkan Sektor Desa Jikumerasa Kab.Buru 
Sektor Pertanian  
Petani  311  orang  
Buruh tani  162  orang  
Sektor Perikanan  
Nelayan    29  orang  
Pemilik usaha perikanan      1  orang  
Buruh usaha perikanan      5  orang  
Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga  
Montir dan Tukang   57  orang  
Sektor Jasa  
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan    17  orang  
Usaha Jasa Lainnya  190  orang  
  Sumber: Kantor Bappeda Kab.Buru 2012 
Potensi ekonomi masyarakat yang terbagi ke dalam beberapa sektor usaha 
seperti usaha jasa dan perdagangan serta pertanian dan perikanan menunjukkan 
potensi ekonomi yang bervariasi menurut sektor usaha, sehingga pengembangan 
basis agraris menjadi bagian penting dalam penciptaan lapangan kerja masyarakat 
di Desa Jikumerasa.  
Pengembangan potensi ekonomi yang ada di Desa Jikumerasa dalam hal ini 
saling mempunyai integrasi dan interdependensi baik secara ril maupun secara 
potensil di mana potensi sektor pertanian tanaman pangan dan sektor jasa masih 
memiliki angka konstribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan 
pembangunan di Desa Jikumerasa.  
Gambaran fenomena yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa 
variasi potensi ekonomi yang terdapat antara satu desa dengan desa yang lain 
menyebabkan sulitnya melihat dengan jelas arah dan kebijakan pembangunan 
daerah yang seharusnya dilakukan untuk kondisi masing-masing desa. Namun 
sebagai pengalaman aktor kebijakan, maka posisi dan peran aktor yang ada sangat 
memungkinkan untuk melakukan negosisasi. Kondisi seperti ini dapat diantisipasi 
melalui pelibatan stakeholders kebijakan yang dapat menggagas dan menciptakan 
Jurnal Societas Fisip – Unmus 2014  23 
 
mekanisme pengambilan kebijakan yang konsisten bergantung pada tekanan 
pembangunan dan gambaran potensi desa yang dimiliki masing-masing. Konteks 
pengembangan antar daerah menjadi lokomotif utama untuk membangun 
sinergitas ke dalam program pembangunan di daerah kawasan. Konsep ini 
menarik diketengahkan pendapat daripada Lester dan Stewart (2000) bahwa 
kebijakan pembangunan yang berbasis welfare di USA sekitar tahun 1935 
umumunya dapat mempromosikan agenda peningkatan kapasitas daerah miskin.  
Dalam hal demikian, maka diperlukan aplikasi managemen dalam setiap proses 
pengambilan kebijakan publik, oleh karena melalui prinsip itu lah akan dapat 
menghindari dari darbagai aspek pengambilan kebijakan yang salah.  
Investasi dan reinvestasi di kawasan yang memiliki nilai positif 
pembangunan daerahnya dilihat dari angka relevansi serta nilai PDRB perkapita 
tahun terakhir adalah menjadi strategi dalam meningkatkan peran maksimum 
antar daerah. Hal ini berarti diperlukan adanya kerjasama antara wilayah atau 
antara desa satu dengan desa yang lain. Desa Batu Boy misalnya memiliki 
keunggulan untuk sektor pertanian, di mana desa lain seperti Desa Hatawano yang 
berbasis pesisir pantai adalah dapat dipertukarkan dan dilihat sisi keunggulannya 
masing-masing.  
Penataaan investasi modal dan sumber daya manusia di berbagai desa yang 
dianalisis dapat menciptakan roda pembangunan melalui investasi untuk giat 
kembali dalam proses bisnis.  Pembinaan usaha kecil dan menengah diperlukan di 
Kabupaten Buru, oleh karena proses identifikasi proses pembinaan yang ada 
menunjukkan bahwa selama ini belum mencapai titik optimal penggunaan metode 
operasional. Pengkotakan wilayah investasi sering kali terjadi, yang hal ini salah 
satu upaya untuk mencegahnya adalah melihat potensi yang dimiliki oleh setiap 
calon investor yang selanjutnya mereka melakukan negosiasi seperlunya. Belum 
serasinya pembangunan antar wilayah desa di Kabupaten Buru ditandai oleh 
belum seragamnya dan munculnya letak strategis dan potensi daerah desa yang 
dimiliki setiap desa dan kelurahan. Hal ini pada gilirannya akan dapat 
menciptakan keterbelakang tersendiri di mana kekuatan potensi ekonomi yang 
dapat tercipta dan diciptakan di sekitar pusat pertumbuhan ataupun pada kasus 
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Kabupaten Buru adalah dekat dengan wilayah pusat kabupaten. Ketergantungan 
sumber daya dengan demikian belum dapat dihilangkan secara bertahap oleh 
karena masih terdapatnya kesenjangan antara desa diakibatkan oleh keterbatasan 
potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh setiap desa yang ada.     
Paul Baran dalam Wilber (1978) dengan tesis ketergantungannya telah 
mensinyalir bahwa kedudukan potensi setiap daerah yang belum dimanfaatkan 
dapat memicu terjadinya ketergantungan dan pada gilirannya menciptakan 
kesenjangan tertentu.   
Pada sisi lain bahwa pengembangan sumber daya sebagai potensi lokal 
setiap desa adalah menjadi bagian tak terpisahkan untuk melihat kedudukan 
pembangunan ketenagakerjaan setiap desa. Penataan kembali sistem dan 
mekanisme penempatan seseorang dalam pelaksanaan tugas pokoknya masing-
masing oleh karena hal ini secara komulatif menjadi beban tersendiri bagi calon 
investor sehingga mereka terbatas dalam menangai masalah yang ada.  Hampir 
semua desa di Kabupaten Buru yang dianalisis menunjukkan bahwa angka usia 
tenaga kerja umumnya menunjukkan potensi yang signifikan dengan karakteristik 
yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Desa Batu Boy adalah desa dengan 
karakter pertanian yang sangat menonjol adalah juga memiliki struktur tenaga 
kerja yang berbasis padat karya di sektor pertanian. Sementara itu Desa Hatawano 
dengan karakter daerah dan wilayah pesisir adalah umumnya tenaga kerjanya 
lebih dominan bekerja sebagai nelayan yang rata-rata usia mereka masih cukup 
produktif. Hal ini berarti bahwa umumnya setiap desa di daerah pengembangan 
seperti pada kasus Kabupaten Buru pertumbuhan angkatan kerja akan mengikuti 
gerak pertumbuhan ekonomi daerah wilayah tersebut dengan persebaran yang 
cukup variatif. Dugaan ini relevan dengan pendekatan angkatan kerja terutama di 
sektor pertanian yang dianalisis oleh Simanjuntak (1985) bahwa produktivitas 
tenaga kerja akan sangat ditentukan oleh kondisi lokal dan potensi local di tempat 
mana tenaga kerja bersangkutan tersebar.    
Penentuan lokasi strategis berdasarkan fakta yang dibeberkan di atas 
terhadap tiga desa yang dianalisis adalah diantaranya dapat dikomulatifkan 
berdasarkan analisis data sekunder dengan melihat dan mempelajari potensi yang 
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optimal dimiliki, baik pada ketenagakerjaan, potensi tanah dan sumber daya alam 
serta potensi modal yang tersedia.  
Secara normatif bahwa sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang Kawasan Strategis, maka kawasan strategis kabupaten/kota 
adalah wilayah yang penataan ruangnya distrategiskan karena mempunyai 
pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosia l, 
budaya, dan/atau lingkungan Pasal 1 (Ayat 30). Penataan ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota ini menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
penyelenggaraan penataan ruang Pasal 11 (Ayat 1). Hal ini bagi kepentingan 
investasi dan re investasi di Kabupaten Buru merupakan sebuah peluang yang 
cukkup potensil untuk dikembangkan lebih lanjut baik dari sisi kepentingan 
ekonomi masyarakat maupun untuk kepentingan pembentukan kebijakan 
pengelolaan pembangunan yang didasarkan pada analisis fakta dan data sekunder.  
Oleh karena itu perencanaan kebijakan pembangunan daerah dan wilayah 
desa dan kelurahan sebagai bagian penting dalam pembentukan kawasan strategis 
bagi Kabupaten Buru akan mencakup arahan mengenai kawasan strategis 
nasional, serta akan mencakup arahan mengenai kawasan strategis provinsi yang 
terkait dengan Kabupaten, di samping kawasan strategis yang lainnya. Demikian 
pula bahwa dalam perspektif kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah 
yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat 
penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau 
lingkungan. 
Peran serta stakeholders menjadi strategis pada posisi saling ketergantungan 
antara desa yang tidak hanya menyangkut pada jumlah input dan output tetapi 
juga menyangkut kualitasnya, terutama yang langsung bersentuhan dengan 
kepentingan untuk peningkatan kapasitas potensi ekonomi di daerah pedesaan. 
Demikian pula dalam hal pengembangan simpul produksi tidak saja pada 
pengembangan hulu juga harus memperhatikan pengembangan hilir di tingkat 
desa maupun daerah pemasarannya, terutama untuk desa di sekitar Waplau dan 
Namlea serta Desa Batuboy dan Jikumerasa yang distribusinya dapat langsung 
diarahkan pada simpul distribusi yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Selain 
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itu, peran serta tersebut tidak terhenti pada produksi produk melainkan pula harus 
mencapai segi panen, pascapanen, pemasaran dan pada akhirnya harus 
menjangkau pada pengembangan industri khususnya agroindustri pada tataran 
industri rumah tangga, kecil dan menengah, maupun untuk sektor kelautan.  
 
E. KESIMPULAN DAN SARAN 
Posisi strategis dan pengembangan potensi ekonomi pada sudut pandang 
kepentingan untuk tingkat pedesaan selalu membutuhkan dukungan dalam rangka 
pengembangannya. Dukungan tersebut tidak hanya harus datang dari Pemerintah 
Pusat melainkan juga harus datang dari Pemerintah Daerah, termasuk pemerintah 
hingga di tingkat desa. Dukungan tersebut juga seharusnya dapat melibatkan 
bukan hanya masyarakat dan usaha kecil dan menengah (UMKM) melainkan juga 
melibatkan perbankan, pengusaha/Kadin maupun LSM. Peran serta tersebut 
mencakup semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. 
Diharapkan dengan semua peran serta tersebut maka pengembangan sektor 
unggulan serta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi berbasis pada daerah 
pedesaan di Kabupaten Buru akan semakin melaju bahkan mengalami percepatan 
yang dapat membangkitkan daerah ini baik dalam jangka pendek maupun untuk 
kepentingan jangka panjang dalam kerangka untuk menggapai tingkat PDRB 
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